
Menimbang 

Bm'ffi TUBAN 

PER.A'l'URAN BtlPATI TUBAlf 

NOMOR 15 TAHUN 2015 

TENTANG 

- -------

URo\lAN TUGAS, FUNG$l OAN TATA KERJA 

KANTOR KESA TUAN BAfilGSA DAN POLtTIK 

KABUPATEN TUBAlf 

DUGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TOBAN, 

bahwa dengan telah ditetapkannya Pemtumn Daerah 

Kabupateo Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Perubahllli Kedua atas Peratu!'Afl DMT'ah Kabupaten 

Toban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisaa\ Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Toban, ffi'lka per!u rnengatur 

uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kant<>r Kesatuan 

Bangsa dan Po!itik Kabupaten Tuban dan rrumatapkannya 

dalam suatu Peraturan Bupati; 

Men{lingat : l. Undang-Undang Nomot 12 Tahun 1950 tenta:ag 

P<,mbontukan Daerah-Oaerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propi.nsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengru, Undang•Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik !ndoneo,ia Tahun 1965 Nomor 

l9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

27301; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antaca Pemerintah Pu.,., dan 

Pemerintah Daerah [Lembar,m Negara jLembaran Negara 

Republik lndone,,ia Tahun 2004 Nomor 126, Trunbahan 

Lembaran Nega,:a Repub!ik Indonesia Nomor 4438); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tuhun 201 I tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangnn {Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang--Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur SipU 

Negara n..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Trunbahan Lembamn Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Ta.bun 2014 tentang 

Pcrnerintahan Daera.h sebagaimana telah diubah kedua kali 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lernbaren Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Notn<>r 79 Ta.bun 2005 ten tang 

Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah {Lembamn Negara Republik 

lndonesja Tahun 2005 Nomor H'>S, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

7. Pernturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Organisaai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Toban Nomo, 15 Tahun 2014 (Lcmbaran 

Daerah Kabupaten 'l'uban Tahun 2014 Seri D Nornor 06); 

llllEMUTUSKAN : 

Menetapkan , l'UATURAN BUPATI 'l'ENTANG URAl'.Alil TUOA!:'1, ll'UWGSI 

DAN TATA KEliW'A KANTOR KEl:IATU"Ali BANGSA DAN 

POLITIK KABUPA'l'EN TUBAN. 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dhnaksud deng,m : 

a, Daerah adaJah Kahupaten Toban. 

b. Pemerinta.h Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten Toban. 

C. Bupati adalah Bupati Toban. 

d. Sekretaris Daerah ada!ah Sckrctaris Daerah Kabupaten Tu ban. 

a. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangs,,. dan Po!itik Kabupaten Tuban. 

= ll 
KBDUDUKAN, TUGAS DAN FUJi'GSJ ....., , 

1 I) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toban merupakan 

unsur pendukung tugas Bupali, dipimpin oleh KepaJa Kantor, yang 

bcrkeduduke.n di lmwah dan bertanggung jawab lreparla Bupati rnelalu[ 

Sekretaris Daerah. 

(2) Kantor Kesatuan Bangs,,. dan PoHtik Kabupaten Toban rnernpunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan da<,rah di hidang kesatuan 

bangsa dan polit;k berdasarkan a""s otonorni dan tugaa pembantuan. 

(3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyekngga.rakan fung,,J : 

a, Perumusan kebijakan opera,sional {merujuk kcpada kebijakan 

umu:rn nasional dan kebijakan teknla prov:insi) di bidang ketahanan 

idiologi negara, wawasan kehangsaan, bela negara, ni!ai-nilai 

sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten; 

b. Pe!aksanaau keglatan di bidang ketahanan idiolog[ negru-a, 

wawasan kebangsaan, bcla negara, nilai-nilai seja.rah k~bangsaan 

dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten; 

C. Pembinaan dan pengawaa.an dalam penyelenggaraan pemetintahan 

di kecamatan, kclurahan, deaa dan ma.syarakat bidang ketahanan 

idiologi negara, wawasan kebangoo.afl, bcla negara, nila.i~nllai 

aeja.rab kebangsaan dan pengh!lrgaan kebangsaan skala. Mbupaten; 



d. Koordinasi penetapan keoijakan opcrasional jmeft.\juk kepado. 

lrebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bi.dang 

kewaspad"-"'1 dinl, kerja sama intelkam, bina mm,yarakat, 

perOOtasan dar, tena;;a kerja, penanganan konfiik pemerinto.ha.n, 

pen,mgan,m kollik sosial, pengawasan orang aaing <Ian lembaga 

a.sing skala Kabupaten; 

e. Pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama 

intdkam, bina masya.raka.t, perbatasan dar, teru>ga kerja, 

penanganan konflik pemerintahan, perumganan kollik sosial, 

pengawasan orang aoing dan lembaga asing skala Kabupa.tcn; 

f. Pembinaan da.n pengawasar:, dalam perryelenggaman pemerinto.han 

di ke<:amatan, kelurahan. desa dan masyarakat di bidang 

kewaa.padaa.n dini, kerja sama inte!kam, blna masyaraka~ 

perhaUISan da.n tena;;a kcrja, penanganan konfiik pemerintahan, 

penanganan koflik sosial, pengawaaan orang asing dan !embaga. 

asing skala Kabupaten; 

g, Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada 

kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang 

kelahanan seni dan budaya, agama dan kepereayaan, pembauran 

dan alrulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan 

masalah soeia! kemasyarakatan skala Kabnpaten; 

h. Pelaksana.an kegiatan di bidang ketah<>nan seni dan budaya, agama 

dan kepeccayaan, pembaun,.n dan akulturasi budaya, orga.niaasi 

kemasyarakatan dan pena,.ganan masalah oo,,ial kemasyarakatan 

okala Kabupaten; 

l Pembinaan <Ian pengawasan dalam penyelero,igaraan pemerintahan 

di Kecamatan, Ke!urahan/Desa dan masyarakat bidang ketahan,m 

seni d,m budaya, "#ill"' dan kepercayaan, pemba.uran dan 

akultucasi bu<laya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan 

masalah sosial kemasyarakatQn skrua Kabupaten; 

} Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada 

kebijakan umurn naalonal dan kebijakan teknia prov:insi) •istem dan 

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, 

kelembagrum partai polltik, budaya dan pendidikan po!itik, fasilitasi 

pemi1u, pilpres <Ian pilkada ska!a Ka.bupatcn; 



k. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, 

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, 

budaya dan pendidikan polilik, fosilitasi pemilu, pi!pres dan pi!kada 

Skala kabupatcn; 

I. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pernerintahan 

di Kocrunatan, Kdurahan/Desa dan rnasyarakat di bidang aistern 

dan irnplernenta-'Si politik, kdembagaan politik pemerintahan, 

kelembag'lan partai polltik, budaya dan pendidikan polltik, fasilitaai 

pemih.>, pi!pre$ dan p11kada skala Kabupaten 

m. Koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan 

aumber daya a.lam ketahanan perdagangan, inveataai, flak.al dan 

rnoneter, perilaku maayarakat, kebijakan dan ketabanan lembaga 

usaha ckonomi, kehljakan dan ketahanan organisasi masyarakat 

(ormas) perekonomlan skala Kabupaten; 

n. Pelak...,,aan kegiatan cl; bidang ketahanan sumber daya alam 

ketahanan perdagangan, hwesta.si, fiake>.I dan moneter, perila!ru 

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lernbaga usaha ekonomi, 

kebijakan dan ketahana,1 ormas perekonomian skala Kabupaten; 

o. Pembinaan dan pengawa.,.n dalarn penye!cngga,:aan pemerin!ahan 

di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang 

ketahanan sumber daya aiam ke1ahanan perdagangan, investasi, 

fiska1 dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan 

lembaga usaha ekonomi, kebijakan d«n ketahanan ormaa 

perekonomian aka.la Kabupaten; 

p. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, lreuang,,.n, serta. 

program dan pelaporan; 

q. Perumusan lcebijakan pengelolaan dan pengrunanan barnng mllik 

daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor; dan 

f_ Pelaksanaan tugas lnin yang diberikan oleh Bupati oeauai dengru, 

tugas dan fungsinya. 



~m 
SUSUlfAl'I ORGANISASI -· Kantor Kes,atuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toban terdiri atas : 

a. Kepala Kantor; 

b. Subbagian Tata Usa.ha; 

c. Sub Bidang Bina Jdeologi dan Wawasan Kebangsaan; 

d. Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional; 

e. Sub Bidru,g ketahanan Se11i, Budaya, Agnma, Kemasyarakatan dan 

Ekonomi 

=w 
URAl,Uf TOGAS DAN FUNGSI 

Bagfan Penama 

SubbaglaD Tatll U$a.ha -· (l) Subbagian Tata Usaha dipimpin o!eh Kepala Subbagian Tata Usaba, 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Kantor. 

{2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarak"" 

administrasi urnum, kepegawaian, keuangan, sertll penyusi.,nan program 

dan !apo,:,m, 

(3) Dalam me!aksanakan tugru, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Subbagian Tata Us«ha menyclenggarakan fungsi: 

a. penyder,ggaraan adrnirristraai umum dan urusan ru,nah tangga; 

b. penyelenggara,,.n pengelolaan barang rnilik daenili yang menjadi 

tanggungjawah Kantor; 

C. penyelenggaraan urusan pembangunan, peme!iharn.an clan 

pengamrulaI! bangunan serta fasUitas kantor; 

d. pelakAAnaan tugas • tugas keprotokolan; 

e. pe!aksanaan tugas 

kehumasan; 

tugaa yang menyangkut hukum dan 

I. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

g. penye!enggaraan administrasi keuangan; 

h. pelaksanaan penyusuru,n program dan laporan; 



I. pelakw.naan pe.nyusunan fumcana Strategis {Renstra), Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi P<:morintah (AKI!~ dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi P<:merintah (LAJ{J:P); 

j. penyediaan bahan rekomendaoi penellt.ian; 

k. P<"laksona,an laporan / pertanggungiawaban kepada Kepala Kantor; 

, .. 
I. p,laksan""n tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

---&lb Bidang B- Ideologi dan Wawuan K<ti>P!lg8811ll 

hw• 
(1) Sub Bidang Bina ldcologi dan Waw,;,aan Kebangsaan dipimpin oloh 

Kepala Sub Bidang, yang berke<ludukan dl bawah dan OOrtanggung 

jawab kepada Kepala Kantor. 

(2) Sub Bidang Bina !deologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas 

menylapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, 

pengawasan dan pengcndaJian di bidang keAAn.>an bangsa. 

(3) Oa!am melaksanakan tugas sebagajmana <limakaud pada ayat {2) Sub 

Bidang Bina !deologi dan Wawasan Kebangsaan 

fungsl ; 
menyelcnggarakan 

a penyediaan bahar, penetapan kebijakan operasional (merujuk pada 

kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis pmvinoi) di bidang 

ideologi negara, wawaaan kebangsaan, bela negara, nilai·ni1ai sejarah 

kebangsaan dan penghargaan kcbangsaan; 

b. penyediaan bahan pe!aksanaan dan fasUitasi kegiatan di bidang 

ketah.anan ideologi negara., wawasan kebangsaan, !x,Ja negara, nilai­

ni!ai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangaaan; 

C. penyediaan bahan koordinaai dan fasilitasi pembimaan 

perryelenggaraan pemerintahan (bimbmgan, supervis; dan konsultasl, 

pecencanaan, penditian, pemantauan, pengembangan dan evaluaai) di 

bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, 

nilai·nll1'i sejarah kebangaaan dan pengharga.an kc~; 

d. penyedirum bahan pengawasan penye!cnggaraan di bldru,g kotahanan 

ideolc,gi negara, wawasan kebangsa,an, bela negara., nilai"nilai sejarah 

kcbanggaan dan penghargaan kebangaaan; 



a. pcnyediaan ba.han fasilitasi dan pcningkatan kapas,tru, aparatur 

keaatuan bangs,,., politik dibidang ketahanan ido!ogi negara, wawasan 

kcbangsaan, bela nega.ra, nilai-nilai scjaca.h kebangsaan dan 

penghacgaan kebangaaan; 

f. pc!aksanaan la1mmn / pcrtanggung,iawaban kepada Kepala Kantor; 

''= 
g. pelakaanaan tugas lain yang dJberikan oleh Kepala Kantor sesu,U 

dengan tugaa dan fungsinya. 

Baglatt K.«ga 
Sub Bldang Polltlk da,. K.....upadaaD lfaakma.l ....,, 

(1) Sub Bid,;mgi Politik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala 

Sub Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung j,rn,ab 

kepada Kepala Kantor. 

(2) Sub Bidruis Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas 

meny:iapkan bahan pcnyuaunan program, pctunjuk teknis, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian di bidang Politik dan Kewaspadaan 

Nwi<>nal. 

(3) Dalam melaksanakan tu.gas oebagaim!llla dimakaud pada ayal (2) Sub 

Bidang Politik dan Kewaopadaan Nasional menyelenggarakan fung,; : 

a. penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijaken teknis (merujuk 

kepada kehijakan umum na,,ional) di bklang aiatem dan implementasi 

po!itik, ke1embagaan politik pcmeru:ttahan, ke!embagaan partai 

po!itik, budaya dan pendidikan po!itik, fas;!itasi pemilu, pilpres dan 

pilkada; 

b. penyediaan bah.an fasllitasi dan pelaksanaan kegialan di bidang 

sfatem dan implementasi politik, kelernbagaan politik pernerintahan, 

kelemb"l!fil'n part'ai politik, budaya dan pendid;kan politik, fasilitasi 

pemilu, pilpres dan pilkada; 

c. pcnyediaan bahan koocdinQsi dan fosilita•i pernbinwm 

penyelenggru-,,an pernerintahan (birnbingan, supervise dan 

konsultasi, perencanaan, penelitia.n, pernantauan, pengernbangan 

dan eva!uaal) di bidang siatem dan imp!ementa,; politik, ke1embagaan 

pol!tik peme;intahan, kelernbagaan partai politik, budaya dan 

pendidikan po!ltik, faai!itas.i pernilu, pilpres dan pilkada; 



d. penyedi""n pelaksanaan kegiatan pengawasan 

penye!enggaraan pemerintahru, bidang kesbangpo! dan sistem dan 

implementasi politik, kclembagaan politik pemerintahan, 

kelembagaan partai politik, bwlaya dan pendidikan politik, fasilitasi 

pe,nilu, pilpres dan pilkada: 

e. penyedla.an bahan fasi!itasi dan peningkatan ka.pasita>I aparatur 

ke,;bangpol dl bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan 

po!itik pemerintahan, kelemh,agaan patlai politik, budaya dan 

pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; 

f. penyedla.a.n bahan koordinasi penetapan kehijakan teknia {merujuk 

kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, 

kerja...ma intelk:am, bina rnasyar!lkat perbatasan dan tenaga kerja, 

penanganan konllik pemerintahan clan penangaru,n konflil< sosia!, 

pengawasan Otru'!g asing dan lembaga asing; 

g. penyediaan be.tum fasilitasi clan pe!aksanaan kegiatan di bidang 

kewaspadaan dini, kerja sama inte!krun, bina masyaraka.t, 

perl,atasan da:n tern,ga kerja, penanganan konflik pemerintahan, 

penanw,nan koflik so.~la.l, pengawasan orang asing clan lombaga 

asing; 

h. penyediaan !roordinasi fasi!ltasi pembinaan 

penydenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, 

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasl)) 

dJ bida.ng kewaspadaan dini, kerjasama in(elkam, bina masyarala,t 

perbatasan dan tenaga kcrja, penanganan konflik pemerintahan dan 

penanganan konOik sosial, pengawasan orang asing dan !embaga 

asing; 

,. penyediaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina 

rnasyarakat, perbatasan dan 1,:naga kcrja, penanganan konflik 

pemerinlahan, perumganan konflik so,;la.! dan pengawasan orang 

asing; 

j. penyediaan bahan faaWtasi clan pcningkatan kapasitas aparatur 

k""bangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina 

maayarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik 

pemerintahan dan penanganan konflik sosla.l, pengawasan ora.r,g 

asing dan lembaga asing; 
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k. pelalrnemaan pemelfuaraan dan pcngamanan barang milik druerah 

yang menjadi tanggung jawab Sub Bidang Politik clan Kewaspadaan 

Nasional; 

L pelaksanaan laporan / pertanggungjawabru, kepada Kepa!a Kantor; ,_ 
m. pclaksanaan tug,,a lain yang diberikan olch Kopala. Kantor seouai 

dengan tugao clan fungsinya. 

-·-&lb Bldaag Kotahauan Sen!, Budaya, 4gama, Komuyankatau daa 

ekt:>uoml ....,, 

(1) Sub Bidang Ketahanen Seni, Budaya, Agam,a, Kemasya.rakatan dan 

Ekonomi dipirnpin oleh Kepala Seksi, yang be,:kedudukan di bawah clan 

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

(2) Sub Bidang Ketahanan Scni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan clan 

Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan peeyuaunan program, 

pelunjuk teknis, pembinaan, pengawasan 

bidang pedindungan maayarakat. 

clan peng~ndalian dl 

{3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 12) Sub 

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan clan Bkonomi 

mcnyelenggarakan fungsi : 

a penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan tdmis (rnerujuk 

kepada kebijakan umum nasional) di bidang kctahanan seni dan 

budaya, age.ma clan lrepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 

organisesi kemasyaralrotan dan perumganan maselah oosial 

kemasyarakatan; 

b. penyediaan lmhan faailitasi dan pelakaanaan kegiatan di bidang 

lretahanan acni clan budaya, agama dan keµ<-roayaan, pemlmuran 

dar, akulturasi budaya, organisasi kema,iyarakatan dan penanganan 
masalah Maia! kemasyarakatan; 



• 

c. penyediaan 

penyelenggaraan 
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koorcHnasi 

pemerintahan 

fasilltaai pembinaan 

(bimbingan, supervisi, 

konaultwi, perencanaan, peneUtian, pemantauan, pengembangan 

dan evaltw.si) di bidang ket.ahanan seni dan budaya, agama dan 

k:epercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, orgauiooai 

kemasy,.rakatan, penanganan masalah aooial kema.oyarakatan; 

d. penyediaan bahan pengawa...,_n penyelenggarnan pemerintahan di 

bidang kctnhanan seni dan budaya, agarna dan kepercayrum, 

pembaunm d<\n akulturaai !mdaya, <>rganim<ai kemMyarakatan dan 

penangrumn masalah sosial kemasyarakatan; 

e, penyediaan bahan fasilitaai dan peningkatan kapasitas apamtur 

kesbangpo! di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan 

kepercay&an, pembauran dan akulturasi budaya, <>rga<>isasi 

kemaayarakatan dan penanganan masaJah sooi"-1 kemasyarakatan; 

f. penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis (mcrujuk 

keprula kebijakan umum naaional dan kebijakan teknis provinsi) di 

bidang ketahanan sumber daya ala:rn, ketahanan perd,>gangan, 

inveatasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan 

ketahanan lembaga usatia ekonomi, kebijakan dan ketahanan orn,aa 

perekonornian; 

g, penyedirum bahan fusi!itasi dan pdaksanaan kegiatan bidang 

ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, 

fiskal dan moneter, perila.ku masyarakat, kebijakan dan ketahanan 

lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan orrnas 

perekonomian; 

h. penyedia.an bahan kooITlin.asi dan fasilitasi pembinaan dan 

penye!eoggara.an pemerintahan {bimbingan, supervisi dan konsu!tasi, 

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) 

di bidru,g ketahanan sumbor daya a.lam, ke1><hanan perdagangan, 

investasi, fiskal dan moneter, perilakn masyara.kat, kebijakan dan 

ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan orrnas 

perekonomian; 
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i. penyffiiaan bahan peng,,.wasan penye!enggaraan pemerintahan di 

bidang ketahanan •umber daya alan,, ketahanan perdagangan, 

investasi, fiskal clan monetet, perilaku masyarakat, kebijakan clan 

ketahanan !embaga usaha ekonom[, kebijakan clan ketahanan orma,i 

perekonomian; 

j, penyedlaan bahan fa.aihtasl clan peningkatan kapasitas apMatur 

kesbangpo! di bidang kebijakan dan ketahanan aumber daya alam, 

ketahanan perdagangan, investasi, fiska.l dan moneter, perilaku 

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lcmbaga usaha ekonomi, 

k<:bijakan dan kctahanan ormas perekonomian; 

k. pe!aksanaan pemeliharaan dan peng,trnanan barang milik daerah 

yang menjadi tanggungjawab Seksl Ketahanan Seni, Budaya, Agama, 

Kemasyarekatan dan Ekonomi; 

I. pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Kepa!a Kantor; 

<= 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai 

dengan tugas dan fungsinys, 

~· 
TATAKERJA 

hw 0 

(J) Dalam rnelaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor, Kepala 

Subbag:ian dan Kep,,Ja Sub Bidsng wajib menera.pkan prinsip koordinasi, 

integrasl clan sinkronieas:i baik dakun lingkungan ma.sing - masing 

maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah claerah serta 

instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugru, drui fu.ngaj 

maslng - masing. 

(21 Setiap pimpirmn satuan organioa.si berta.nggung jawab merrrirnpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan rnernberikan 

bimbingan =-ta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
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KETlfflTUAN PEff01vP ....... 
Oengan berlakunya Peraturan Bu!"'-ti ini maka Keputusan Bupati Toban 

Nomor 27 Tahun 2001 tentang Ura.ian 'l'uga.a Pokok clan Fungsi Kant<>r 

Kesatuan Ketertibru, dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Tubo.n 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Paaal 10 

Susunan organlsasi Kantor Kesatuan Bang"" dan Politik Ka.bupaten Toban 

sebagaimana lercanturn dalam lampiran dan rnerupakan bagiari yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paul 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratum,, 

Bupati ini dengan penempatannya dalrun Berita Oaerah Kabupaten Toban. 

Oiundangkan di Toban 

pada tanggal 12 Ap~il 201::; 

Pit. SEKRIITARIS DAERAH, 1 
I BUl;;jYANA 

Ditetapkan di Toban 

2015 

I.. t:WDA ,A 

B!\:R!TA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERL!! NOMOR 15 
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